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PUTUSAN

Nomor  114/Pdt.G/2018/PA.Kis.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Kisaran  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara:

Penggugat,  umur  24  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA,  pekerjaan  Ibu

Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Kab. Batu Bara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada

Wariani,  S.H.,  Khairul  Abdi.,  S.H., Kartika  Sari,  S.H.,  dan

Advokat, berkedudukan di Lintas Sumatera No.88 Perumahan

Griya  Desa  Perjuangan  Kec.  Sei  Balai,  Kab.  Batu  Bara,

Sumut,  Hp.081362676353 berdasarkan Surat  Kuasa Khusus

tanggal  18  Januari  2018 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Kisaran  Nomor  :28/KS/2018/PA.Kis.

tanggal  22  Januari  2018,  selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat,  umur  31  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA,  pekerjaan  buruh

bangunan,   kewarganegaraan  Indonesia,  tempat  tinggal  di

Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah  mendengar  keterangan  pihak  Penggugat  dan  saksi-saksi  di

depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register
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Nomor  114/Pdt.G/2018/PA.Kis.  tanggal  22  Januari  2018,  yang  isinya  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Pengguggat  dan  Tergugat  telah  menikah  pada  Tanggal  04

September 2012 yang di catat oleh Pegawai Nikah pada Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Air Putih Kab. Batu Bara dengan Kutipan akta Nikah

Nomor 342/09/IX/2012 tanggal 04 September 2012

2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama

orang tua Penggugat selama 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat

pergi merantau ke Aceh;

3. Bahwa  selama  hidup  bersama  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri ( ba’daddukhul ) dan di

karuniai 1 Orang Anak bernama Anak kandung yang lahir pada tanggal 30

Maret 2013;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan

harmonis  akan  tetapi  sekitar   bulan  Mei  2013  antara  Penggugat  dan

Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan

Tergugat sulit sekali untuk diajak untuk berdiskusi, Suka marah-marah dan

kasar, pemabuk, penjudi  dan selalu selalu pulang malam;

5. Bahwa pada  Bulan  Oktober  2013  Penggugat  meminta  kepada  Tergugat

untuk  diantar  pulang  kerumah  orang  tua  Penggugat,  karena  sakit  dan

diantarkan oleh tergugat;

6. Bahwa selama tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau

lagi bekerja dan tidak berubah dengan kebiasaanya yang selalu mabuk, judi

dan pulang malam;

7. Bahwa pada sekitar Desember 2013 Tergugat pamit untuk pergi merantau

ke Aceh selama 3 tahun 9 Bulan  dan tidak pernah pulang;

8. Bahwa selama Tergugat pergi merantau, Tergugat tidak pernah pulang dan

tidak pernah memberi nafkah  lahir dan bathin kepada Penggugat;

9. Bahwa pada sekitar bulan September 2017 merupakan puncak kejadian,

Tergugat  pulang  dan  langsung  menceraikan  Penggugat,  dimana

sebelumnya diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
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pertengkaran  secara  terus  menerus.  Dan  yang  menjadi  menyebabkan

pertengkaran tersebut, antara lain :

a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat Lagi;

b. Tergugat selalu bersikap kasar 

c. Tergugat adalah pemabuk dan penjudi

d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat

e. Tergugat selalu pulang terlalu malam;

10. Bahwa  keluarga  telah  berusaha  untuk  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat  namun Tergugat  tidak mau hidup bersama penggugat  lagi  dan

bahkan  meminta  Penggugat  untuk  menyelesaikan  urusan  perceraiannya

secara hukum. 

11. Bahwa Penggugat Dan Tergugat telah pisah rumah pada bulan Desember

2013 dan pisah  meja dan ranjang sejak  sekitar  bulan  Nopember  2016

sampai saat Gugatan ini di majukan tanpa memberi nafkah lahir maupun

bathin terhadap Penggugat dan Anak.

12. Bahwa anak Penggugat  dan Tegugat  masih  belum dewasa dan seluruh

anak-anak tetap tinggal  bersama penggugat.  Maka adalah wajar apabila

anak-anak Penggugat berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu

Kandungnya,

13. Bahwa dari  seluruh uraian diatas,  adalah wajar dan berdasarkan hukum

yang  benar  apabila  gugatan  Penggugat  dikabulkan  untuk  seluruhnya.

Karena  Rumah  Tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  dapat

dipertahankan lagi.

Bedasarkan  seluruh  uraian  diatas,  Penggugat  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan Agama Kisaran agar memanggil  para pihak pada waktu tertentu,

memriksa dan memberikan Putusan yang amarnya, sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menjatuhkan taklak 1 Ba’in  Sughra antara Penggugat ( Penggugat

Dengan TERGUGAT);

3. Menyatakan hak asuh anak ( Adhonah ), ANAK KANDUNG yang beru.

Berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu Kandunngnya;
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 Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan  Penggugat  dan

Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap

panggilan  tersebut,  Penggugat  didampingi  kuasanya  datang  menghadap  ke

persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang  menghadap  ke  depan

persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

sah  untuk  datang  menghadap,  meskipun  kepadanya  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut,  sedangkan ketidakhadiran Tergugat  tanpa alasan yang sah

menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan  Penggugat dengan

cara  menasehati  namun  tidak  berhasil  karena  pengguigat  tetap  dalam

pendiriannya  untuk  melakukan  perceraian,  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir

dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa  upaya  damai  dari  Majelis  tidak  berhasil,  maka  perkara  ini

diperiksa  tanpa  hadirnya  Tergugat  dilanjutkan   membacakan  gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  karena  Tergugat  tidak  hadir,  maka  tidak  dapat  didengar

jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A.   BUKTI TERTULIS

- Fotokopi  Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor:  342/09/IX/2012 yang

dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, tanggal 29 September 2016

bermeterai cukup dan sudah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok

dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat

telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B.   BUKTI SAKSI-SAKSI
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1. Saksi I,  umur  56  tahun, agama Islam, pendidikan  SD, pekerjaan ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya

telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan

Tergugta yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan

telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun

damai,  namun  sejak  3  tahun  yang  lalu  Tergugat  minta  izin  kepada

Penggugat untuk pergi merantau ke Aceh namun setelah pergi Tergugat

tidak pernah memberi kabar berita dan tidak pernah pulang kembali lagi;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat

namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

Atas  keterangan  saksi  tersebut,  Penggugat  menerimanya  dan  tidak

membantahnya;

2. Saksi II,  umur  tahun,  agama Islam, pendidikan ,  pekerjaan ,  tempat

tinggal  di  Kabupaten  Asahan.,  dibawah  sumpahnya  telah  memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  adalah

tetangga sebelah rumah Penggugat;

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat  yang  bernama  Tergugat

sebagai suami Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri

yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak;
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- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun

damai,  namun  sejak  3  tahun  yang  lalu  Tergugat  minta  izin  kepada

Penggugat untuk pergi merantau ke Aceh namun setelah pergi Tergugat

tidak pernah memberi kabar berita dan tidak pernah pulang kembali lagi;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat

namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

Atas  keterangan  saksi  tersebut  Penggugat  menerimanya  dan  tidak

membantahnya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan

dan  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  bahwa  Penggugat  tetap  pada

gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  guna  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka  hal-hal  yang

termuat  dalam  Berita  Acara  Sidang  dipandang  sebagai  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  pada

pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang

Perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  49 ayat  (1)  huruf  a   Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan  kedua dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Pengadilan  Agama  berwenang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu

berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
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dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai

legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara

resmi  dan  patut  tidak  datang  menghadap  di  depan  persidangan  dan  tidak

menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak

disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat  beralasan

dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil  secara resmi dan

patut  tetapi  tidak datang menghadap di  persidangan harus dinyatakan tidak

hadir,  dan  sesuai  dengan  Pasal  149  ayat  (1)  RBg maka  perkara  ini  dapat

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati

Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali  dalam rumah tangganya

dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan dan oleh karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat

dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  gugatan  Penggugat  adalah

Tergugat sulit sekali untuk diajak berdiskusi, Tergugat suka marah-marah dan

kasar, penjudi dan sering pulang larut malam;

 Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak

hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk

hadir,  sehingga dengan ketidakhadiran  Tergugat  untuk  memberikan jawaban

atas  gugatan  Penggugat  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  Tergugat  tidak

membantah alasan-alasan gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan

gugatan  Penggugat,  karena  perkara  ini  tetang  perceraian  yang  didasarkan

ketentuan Pasal 19 huruf  f  Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun 1975 dan

Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim

akan  kebenaran  gugatan  Penggugat  maka  Majelis  Hakim tetap  membebani

wajib  bukti  kepada   Penggugat  sebagaimana  ketentuan  Pasal  283  Rbg  jo.

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

  Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya

Penggugat  mengajukan  bukti  tertulis  P.,  dan  dua  orang  saksi  yang  akan

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  bukti  P.  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

342/09/IX/2012, yang dikeluarkan tanggal 4 September 2012 yang dikeluarkan

oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan

aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan

mengikat, dan berdasarkan bukti P. tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan

Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya

merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal

22 ayat  (2)  Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar

belakang  bagaimana  ia  tahu  tentang  apa  yang  diterangkannya  dan

berdasarkan  pengetahuannya  sendiri  dan  bersesuaian  satu  sama  lainnya,

sesuai maka berdasarkan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg  keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan

bukti P. dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta

hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri

yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai seorag anak dan

belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penguggat;

- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun

damai,  namun sejak  bulan  Mei  2013 antara  Penggugat  dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya  adalah  karena  Tergugat  sulit  sekali  untuk

diajak berdiskusi,  Tergugat suka marah-marah dan kasar,  penjudi  dan

sering pulang larut malam;
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- Bahwa  sejak  bulan  Desember  2013  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  tinggal  satu  rumah  lagi  karena  Tergugat  pergi

merantau ke Aceh namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali

lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

berpendapat  dalil-dalil  dan  alasan  gugatan  Penggugat  telah  terbukti

kebenarannya,  dengan  demikian  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

dipandang  telah  sampai  pada  kondisi  pecah  yang  sudah  sulit  untuk

disatukan  serta  tidak  ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina

rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat  dan Tergugat

dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat  telah pisah tempat tinggal dengan

Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9  (sembilan) bulan lamanya serta

upaya  damai  yang  dilakukan  baik  oleh  Majelis  Hakim  selama  pemeriksaan

perkara  ini  maupun  oleh   pihak  keluarga,  tetapi  tidak  berhasil  dan

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut

merupakan indikasi  bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  sudah sangat

sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam

membina rumah tangga sebagai  mana disebutkan dalam Pasal  39  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  disyari'atkan  permikahan  sebagai  mitsaqon

gholidon  mempunyai  tujuan  yang  suci  dan  mulia,  yakni  untuk  menciptakan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah  sebagaimana dikendaki

oleh Al-Qur'an Surat Ar- Rum 21 yang berbunyi:

   
فيِ إنِّ ورََحْمَةً مَودَةًّ بيَنْكَمُْ وجََعلََ إلِيَهْاَ لتِسَْكنُوُا أزَْواَجًا أنَفُْسِكمُْ مِنْ لكَمُْ خَلقََ أنَْ آياَتهِِ ومَِنْ

ٍ لياَتٍ ذلَكَِ يتَفَكَرُّونَ لقَِومْ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan

bagimu  istri-istri  (pasangan-pasangan)  dari  jenismu  sendiri,untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
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tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 

dan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam,  namun  dengan  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut,  maka tujuan pernikahan sulit  diwujudkan sehingga perceraian bagi

keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  atas  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  diatas

dan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg. Maka

majelis  hakim  berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  telah  terbukti  dan

beralasan  hukum,  oleh  karenanya  dapat  dikabulkan  dan  diputus  dengan

menjatuhkan  talak  satu  bain  sughro  Tergugat  terhadap  Penggugat  sesuai

dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor  7  Tahun  1989,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50

tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  maka  semua  biaya  perkara  ini

dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syara’ yang berkitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp501000,00 (lima ratus satu ribu  rupiah);
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 Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan  Agama Kisaran  pada  hari  Rabu,  tanggal  07  Maret  2018

Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami

Dra.  Shafrida,  S.H., sebagai  Ketua  Majelis,  Mhd.  Ghozali,  S.HI  dan  Ervy

Sukmarwati,  S.HI.,  M.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota  putusan

mana dibacakan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh

Rahmat  Ilham,  S.H., sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Kuasa/Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

                                                    Dra. Shafrida, S.H.

 Hakim Anggota,                    Hakim Anggota,

Mhd. Ghazali, S.HI.,                        Ervy Sukmarwaty.S.HI.,M.H.,

  Panitera Pengganti,

                                               Rahmat Ilham, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran      : Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses              : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan         : Rp. 410.000,00

4. Biaya Redaksi            : Rp.   5.000,00

5. Biaya Materai                 :                Rp.                 6.000,00  

   Jumlah                        : Rp. 501.000,00 

(lima ratus satu ribu rupiah)
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